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Menimbang :

Mengingat

BT'PATI TULUNGAGT'I{G,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Tunjangan
Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2014
serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/ atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ atau belum
dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 37 Tahun 2Ol3
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol4 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
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5.

6.

3. Undang-Undang
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Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

48441;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O12 Nomor 28, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tarabahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Iayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor l7I, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik

Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (t embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 110,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

slss);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

46r4l,;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor 18, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO

Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (l*mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 1;
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28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.OT /2008
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau

dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2O/PMK.OT /2OO9;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OI3
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.OT / 2O14 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2Ol4;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.O7 /2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2Al4;

33. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 8 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14 Tahun
2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OOZ

Nomor O3 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor l0 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2OO?2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun
2OIO tentang PAiak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor t2 Tahun 2Ot2 (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol2 Nomor 01 Seri B);

37. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun
2O1l tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten T\rlungagung
(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OIl
Nomor 01 Seri D);
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011

Nomor 02 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Prqja (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011
Nomor O3 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan (Lembaran
Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2012 Nomor 01

Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
(lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2012
Nomor 03 Seri C);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
Nomor 05 Seri C);

43. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 15 Tahun
2Ol2 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Iembaran
Daerah Kabupaten TUlungagung Tahun 2012 Nomor 11

Seri E);

44. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol4 (Iembaran Daerah Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 03 Seri A);

45. Peraturan Bupati Thlungagung Nomor 3Z Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1l Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor l1);
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MEMUTUSKAN:

McNetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 37 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor l1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

l. Pendapatan
a. Pendapatan Rp 182.445.077.926,50

Asli Daerah

b. Dana Rp 1.213.721.081.791,00
Perimbangan

^ c. f^ain-lain Rp 505.000.666. ST2,OO

Pendapatan

Daerah Yang

Sah

.Iuml,ah Pendapatan. Rp 1.9O1.2L6.A26.289,SO

2. BelanJa

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Rp 1.196.102.611.911,50

Pegawai

2) Belanja Bunga Rp SSO.0OO.OOO,OO

3) Belanja Rp O,OO

Subsidi
4) Belanja Hibah Rp Z8.2Z1.899.lOO,OO
5) Belanja Rp I.0O4.OOO.0OO,OO

Bantuan
Sosial A.t
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6) Belanja Bag Rp 9.281.074.000,00
Hasil

7) Belanja Rp 67.426.588.468.00
Bantuan
Keuangan

8) Belanja Tidak Rp 3.500.000.000,00
Terduga

Jumlah BelanJa Tldak Langsung ............... Rp 1.356.136.173,479..5O

b. Belanja Langsung
1) Belanja Rp 58.707.815.500,00

Pegawai

2) Belanja Rp 318.599.77t55O,00
Barang dan
Jasa

3) Belanja Modal Rp 209.145.815.860,00

Jumlah BelanJa Langsung ..... Rp 586.453.401.91O,00
Jumlah BelanJa........ Rp |.942.5IA9.6Z6.A89,50
Surplur/(De|tsttf .............. Rp 41.S22.?SO.1OO,OO

3. Pemblayaan

a. Penerimaan Rp 4T.|44.7SO.OOO,OO

b. Pengeluaran Rp 5.772.000.000,00
.Iumlah Pemblayaan Netto........... Rp 41.O72.ZSO.OOO,fl)
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,OO
berkenaan (SiLPA)

2. Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sslagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran I peraturan
Bupati ini.

3. Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dirinci lebih lanjut dalam l,ampiran II peraturan Bupati
ini.

4. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

5. Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran
satuan Keq'a Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Tlrlungagung
pada tanggal lJ NR aU,i

BUPATI TULUNGAGUNG,f

Diundangkan di Trrlungagung
2l Apil2Ol4

DAERAH

Pembina Utama
NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 16
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